BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan data yang telah penulis dapatkan melalui wawancara baik
terhadap pimpinan perusahaan maupun terhadap pekerja yang dalam masa
percobaan kerja di PT. Federal International Finance cabang Banjarmasin,
ternyata perlindungan hak pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja bagi
pekerja yang masih dalam masa percobaan kerja di PT. Federal International
Finance cabang Banjarmasin ditinjau dari segi yuridis belum memberikan
perlindungan yang sesuai dengan apa yang diatur didalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Hal ini disebabkan adanya penerapan suatu kebijakan
lokal dalam melakukan suatu Pemutusan Hubungan Kerja yang bersifat sepihak
dan dilakukan sewaktu-waktu tanpa ada konfirmasi/perundingan terlebih dahulu
dengan pekerja tersebut, PT. Federal International Finance cabang Banjarmasin
juga tidak memberikan uang pesangon yang menjadi hak bagi pekerja yang

terkena Pemutusan Hubungan Kerja tersebut.

B. SARAN
Berdasarkan kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian secara empiris
maka penulis berusaha memberikan saran atas penulisan hukum yang dibuat

penulis yaitu:
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Membentuk suatu peraturan yang bersifat baku dalam hal ini peraturan
tersebut mengatur mengenai masa percobaan secara lebih mendetail agar
dimasa yang akan datang tidak terjadi lagi penyimpangan-penyimpangan
terhadap ketentuan perundang-undangan, dan diharapkan agar pemerintah
lebih tegas dalam memberikan sanksi terhadap pengusaha yang melakukan
penyimpangan tersebut.

Mengutamakan Undang-undang Ketenagakerjaan No 13 tahun 2003 dan
peraturan-peraturan pemerintah dalam melakukan pemutusan Hubungan Kerja
yang jika diperhatikan berdasarkan hasil penelitian secara empiris diketahui
bahwa PT. Federal Internasional Finance cabang Banjarmasin melakukan
suatu kesalahan terhadap penentuan kebijakan perusahaannya, yang mana
kebijakan tersebut dikeluarkan oleh manajemen di PT. Federal Internasional
Finance cabang Banjarmasin, dan diharapkan agar PT. Federal Internasional
Finance cabang Banjarmasin dapat merubah kebijakan yang dikeluarkan oleh
pimpinannya, sehingga tidak bertentangan dengan Undang-undang
Ketenagakerjaan khususnya Pasal 62, Pasal 88, serta Pasal 89 tentang
pengupahan dan keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No.0453 tahun

2007 tentang penentuan Upah Minimum Propinsi.
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